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BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45/051 /HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAERAH

BUPATI BADUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati
Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah
diperlukan  keterpaduan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung
dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi
dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dinamika,
memvalidasi dan mengevaluasi data yang dipergunakan
dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten
Badung, perlu membentuk Forum Satu Data Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.

1.i.

-3

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 5502);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
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12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14y;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem
Perencanaan Berbasis Elektronik;

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal
Satu Data Indonesia;

16. Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomorl8 Tahun
2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesia;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

19. Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Satu
Data Daerah;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Satu Data Daerah dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU terdiri atas :

a. Pembina Data;

b. Walidata Tingkat Daerah

c. Produsen Data.

Tugas dan tanggung jawab Forum Satu Data Daerah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
a. Pembina Data
1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan
pengumpulan Data Daerah Kabupaten Badung ; dan
2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Daerah Kabupaten Badung sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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b. Walidata Tingkat Daerah

1.

memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh
Produsen Data Daerah Kabupaten Badung dengan Prinsip
Satu Data Daerah;

menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data
Indonesia dan portal Satu Data Daerah Kabupaten
Badung;

membantu Pembina Data Daerah Kabupaten Badung
dalam membina Produsen Data Kabupaten Badung;

c. Produsen Data

1.

10.
11.

1.2.

KEEMPAT : Forum

memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah
Kabupaten Badung mengenai Standar Data, Metadata,
dan Interoperabilitas Data;

menghasilkan data sesuai dengan kewenangan yang di
ampu dan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia :

menyampaikan data beserta metadata yang di hasilkan
oleh produsen data daerah Kabupaten Badung kepada
Walidata Daerah Kabupaten Badung;

menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas
kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di
Kabupaten Badung;

melakukan pengolahan data yang dihasilkan oleh
masing-masing produsen data daerah Kabupaten
Badung;

melakukan pelaksanaan teknis dalam hal input |
memasukan), update (memperbaharui), dan delete
(menghapus) data yang di hasilkan produsen data daerah
Kabupaten Badung sesuai dengan kewenangannya
masing-masing termasuk pada Aplikasi Satu Data
Daerah Kabupaten Badung termasuk melakukan
verifikasi data yang akan di lakukan proses input (
memasukan), update (memperbaharui), dan delete
(menghapus) data ;

menjaga keberlangsungan, kelancaran dan keamanan
data dan informasi;

mendukung pelaksanaan tugas walidata tingkat daerah;

melakukan kompilasi data pada aplikasi Satu Data
Indonesia;

melakukan input data pada aplikasi Satu Data Indonesia;

bertanggung jawab terhadap data yang dihimpun dan
diinput pada Instansinya masing-masing; dan

mengarsipkan semua dokumen data pada instansinya.

Satu Data sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanan
tugasnya kepada Bupati Badung selaku Dewan Pembina.



KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
/éffjﬁd?it@gggaf 25 Pebruari 2022
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Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

3. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 45/051/HK /2022
TANGGAL : 25 PEBRUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN BADUNG

I.  Pembina Data Daerah : 1. Bupati Badung.
Kabupaten Badung 2. Wakil Bupati Badung.

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

4. Kepala Bappeda Kabupaten Badung

5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten

Badung
II.  Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung Kabupaten Badung.
Il Produsen Data 1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung

2. I Ketut Gede Sudiartha, AP.

3. I Wayan Surat Oka Negara,ST.,M.Si.

4. I Made Dwi Putra Sanjaya, S.Sos., M.IB
{ 5. I Nyoman Yusmantara, S.I.P
| 6. Dewa Gede Gamayasa, SH., M.Si

7. Dewa Nyoman Subadra, SE

8. Ida Ayu Ratningsih, SE., M.Si

9. Dewa Ayu Puspaning Indah, SH

10. Desak Made Oktisilawati S.STP., M.AP

11. Komang Budiarsana,S.Sos.,M.Si.

12. Ketut Mahadewi, SE.,MM.

13. I Wayan Adi Sudiatmika,ST.,MM.

14. Gede Risna Raditya Kusuma, ST., M.Si

15. I Nyoman Rusna,SP.

16. Luh Putu Sridanti, SH.,MH

17. 1 Made Madia Surya Natha,S.



IV.  Produsen Data
NO INSTANSI NAMA PETUGAS ADMIN
1 | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ni Putu Virgia Oriantini P S.STP
pada Setda Kabupaten Badung
2 | Kepala Bagian Hukum pada Setda | Luh Putu Anom Yuliani, SH.
Kabupaten Badung
3 | Kepala Bagian Kesejahteraan Ni Luh Putu Setiarini, SE
Rakyat pada Setda kabupaten
Badung
4 | Kepala Bagian Protokol dan Putu Ayu Trisnadewi, S.Sos
Komunikasi Pimpinan pada Setda
Kabupaten Badung
5 | Kepala Bagian Perekonomian pada | RR. Trissianna Widayati
Setda Kabupaten Badung
6 | Kepala Bagian Pembangunan pada |1 Nyoman Dirga Susandi Mertha, STP
Setda Kabupaten Badung
7 | Kepala Bagian Sumber Daya Alam | I Dewa Made Agus Mahendra, ST
pada Setda Kabupaten Badung
8 | Kepala Bagian Pengadaan Barang [ Made Anom Wijaya, SE
dan Jasa pada Setda Kabupaten
Badung
9 | Kepala Bagian Organisasi pada Dimas Putra Veteranto S.STP
Setda Kabupaten Badung Kadek Ary Paramitayani, S.H., M.H.
Ida Bagus Gede Wismaya
10 | Kepala Bagian Umum pada Setda I Made Rai Suwandana ﬁf
Kabupaten Badung
11 | Kepala Bagian Perencanaan dan Dewa Putu Adnyana Putra
Keuangan pada Setda.Kabupaten
Badung
12 | Kepala Bagian Kerja Sama pada Ni Putu Mandarina Waharlionsi, ST
Setda. Kabupaten Badung
13 | Sekretariat DPRD Kabupaten Pande Made Suriani, SE
Badung
14 | Inspektorat Kabupaten Badung I Made Utama Jaya Wiguna, S.IP
15 | Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten | Ayu Sri Rachmayuni,S.S
Badung
16 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ida Bagus Putu Suastika, SE
dan Kebersihan Kabupaten Badung
17 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil | I Putu Agus Mahendra
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung
18 | Kepala Dinas Kebudayaan Ni Made Astini, SE, MAP
Kabupaten Badung
19 | Kepala Dinas Penanaman Modal A.A. Istri Mirah Primaswari
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung
20 | Kepala Dinas Perindustrian dan Ni Made Milyawati, SE
Tenaga Kerja Kabupaten Badung
21 | Kepala Dinas Pendidikan, Ida Bagus Putu Budiasa

Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Badung




22 | Kepala Dinas Pertanian dan drh.Anak Agung Ayu Widiastiti
Pangan Kabupaten Badung Saputri

23 | Kepala Dinas Komunikasi dan Ngurah Agus Indrayana,SE
Informatika Kabupaten Badung

24 | Kepala Dinas Pengendalian Luh Putu ElaVilaanti,S.Psi
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Badung

25 | Kepala Dinas Kearsipan dan I Gst Agung Sri Ambarawati,SH.
Perpustakaan Kabupaten Badung

26 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Ni Komang Sunantri, SE
Kabupaten Badung

27 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten | Ni Komang Ayu Tri Ernawati, SKM
Badung

28 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ni Luh Suwarmika
Badung

29 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan | I Made Purusatama, ST
Penataan Ruang Kabupaten I Kadek Surya Putra, S.Kom
Badung

30 | Kepala Dinas Kependudukan dan Anak Agung Gde Agung Artha Yoga,
Pencatatan Sipil Kabupaten S.STP
Badung

31 | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten | I Ketut Sudarsana, SE
Badung

32 | Kepala Dinas Perhubungan Komang Agus Sugiartha,SE.
Kabupaten Badung

33 | Kepala Dinas Pemberdayaan I Dewa Gde Rai Adnyana
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Badung

34 | Kepala Dinas Kebakaran dan I Made Arta Wijaya, S. Sos
Penyelamatan Kabupaten Badung

35 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat A. Siti Namirah B. ST.
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung

36 | Kepala Badan Perencanaan A.A. Istri A. Vera Laksmi Dewi, SE.,
Pembangunan Daerah Kabupaten M.Si.
Badung

37 | Kepala Badan Pendapatan Ida Bagus Made Punia Adnyana,SE
Daerah /Pasedahan Agung
Kabupaten Badung

38 | Kepala Badan Kepegawaian dan I Kadek Rene Soeharto, S.STP
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Badung

39 | Kepala Badan Pengelola Keuangan | Anak Agung Gede Putra Dalem, SE.,
dan Aset Daerah Kabupaten MAP
Badung

40 | Kepala Badan Penelitian dan I Gede Wira Atmaja, A.Md.Kom
Pengembangan Kabupaten Badung

41 | Kepala Badan Penanggulangan Lies Indrayantie, SE
Bencana Daerah Kabupaten
Badung

42 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa LLA.Km. Yudhi Martini, S.IP

Dan Politik Kabupaten Badung




43 | Direktur Rumah Sakit Umum I Putu Mesha Dianatara, SKM
Daerah Kabupaten Badung
Mangusada
44 | Kepala Balai Besar Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Wilayah
III Denpasar I Wayan Musteana
Kepala Kementerian Agama
Republik Indonesia Kabupaten
45 | Badung Sang Ayu Made Diah Ratnasari, SE
Direktur Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Mangutama
46 | Kabupaten Badung I Ketut Teguh Arya Wibawa
Direktur PT. PLN (Persero) Rayon
47 | Mengwi I Gusti Ayu Made Sri Handayani
Kepala Badan Pertanahan
48 | Kabupaten Badung Komang Adi Putra, S.Kom
Ketua Perkumpulan Pemberantasan
Tuberkulosis  Indonesia (PPTI)
49 | Cabang Badung Anak Agung Gede Agung
50 | Direktur Politeknik Negeri Bali I Nyoman Gede Trisna Muliartha, SE
51 | Camat Kuta Selatan I Made Sucipta
52 | Camat Kuta Ida Bagus Astawa,SE
53 | Camat Kuta Utara I Gede Agus Perdana Putra, SH
54 | Camat Mengwi Ni Made Sayang Arini
55 | Camat Abiansemal I Gusti Ngurah Lanang Putra
56 | Camat Petang I Ketut Nadi
Kepala Balai Pelestarian Nilai
57 | Budaya Bali Ni Made Ana Kurnia, S.Kom
Ketua Lembaga Pemasyarakatan
58 | Perempuan Kelas IIA Kerobokan Ni Putu Ayu Kusuma Dewi
Kepala Puskesmas Kecamatan Kuta
59 | Selatan Ni Ketut Melany Gafarina
60 | Kepala Puskesmas Kuta I Ida Ayu Gede Cahya Dhewi Amd.Kep
61 | Kepala Puskesmas Kuta Il Ni Nyoman Ardani, S.KM
Kepala Puskesmas Kecamatan Kuta | Putu Wulandari Dewisepitri, A.Md.
62 | Utara Kep
63 | Kepala Puskesmas Mengwi [ Komang Yutari Trisnadewi
64 | Kepala Puskesmas Mengwi II Ni Putu Lisna Muliantari, A.Md.Keb.
65 | Kepala Puskesmas Mengwi III 1 Putu Surya Adi Praga
66 | Kepala Puskesmas Abiansemal I Luh Hepy Jayanti, A.Md.Keb
67 | Kepala Puskesmas Abiansemal II Ni Wayan Wirastuti
68 | Kepala Puskesmas Abiansemal III Eka Yuniari, SKM
69 | Kepala Puskesmas Abiansemal IV Ns.gst Ag.Md. Widi Astuti, S.Kep
70 | Kepala Puskesmas Petang [ dr. Kayan Setiawan
71 | Kepala Puskesmas Petang II Drg. Anom Yuliana Darmanta
72 | Perbekel Desa Pecatu I Kadek Diantara, S.ARS
73 | Perbekel Desa Ungasan Ade Nesa Agastia Pranata
74 | Perbekel Desa Kutuh I Wayan Agus Sumarjaya
75 | Lurah Desa Benoa Ni Nyoman Ayu Sriani,A.Md

Ni Kadek Desi Tika Sari,A.Md

Ni Putu Manik Cahyani,SE




Ni Putu Manik Cahyani,SE

Ni Wayan Rina

76 | Lurah Desa Tanjung Benoa I Dewa Made Diana

77 | Lurah Desa Jimbaran I Wayan Risky Widnyana

78 | Lurah Desa Kedonganan Wayan Sugita,SH

79 | Lurah Desa Tuban Ni Nyoman Parmiti,SS.MAP

80 | Lurah Desa Kuta Anak Agung Sagung Mas Suarniti,SE

81 | Lurah Desa Legian I Nyoman Ariyva Wibawa,S.IP
82 | Lurah Desa Seminyak I Ketut Gede Suweca
83 | Lurah Desa Kerobokan Kelod I Made Cok Ugrasena, SE
84 | Lurah Desa Kerobokan Ni Made Parwani,SH.
85 | Lurah Desa Kerobokan Kaja Maylannie Sukaya
86 | Lurah Desa Abianbase Agus Suryadi
87 | Lurah Desa Sading [ Made Dwi Adnyana Putra
88 | Lurah Desa Lukluk I Putu Anom Semadi, SH.
89 | Lurah Desa Kapal I Nyoman Adiyanto
Lurah Sempidi 1. Ida Bagus Tedja Manuaba,A.Par
90 2. I Ketut Sugiarta Surya
91 | Perbekel Desa Belok
92 | Perbekel Desa Pererenan
93 | Perbekel Desa Tumbakbayuh Ni Kadek Rai Sulaksmi, S.Pd
94 | Perbekel Desa Buduk I Wayan Putra Irawan, S. Ars.
95 | Perbekel Desa Sibang Gede
96 | Perbekel Desa Kuwum
97 | Perbekel Desa Punggul
Ni Luh Lia Virgantari, SKM., MM.
98 | Perbekel Desa Tibubeneg Ni Putu Diah Prawerti Astuti, SH.
99 | Perbekel Desa Kekeran I Made Suratmaja, S.Kom
100 | Perbekel Desa Mengwitani Rai Candri Kusuma
101 | Perbekel Desa Mengwi I Putu Eka Rusdiantara
102 | Perbekel Desa Gulingan I Gede Dedi Haryawan
103 | Perbekel Desa Penarungan Yanni Sukiarwati
104 | Perbekel Desa Baha I Nym. Gede Dwija Astawa
105 | Perbekel Desa Werdi Bhuwana I Wayan Andre Sutirta, S.Kom
106 | Perbekel Desa Sobangan I Made Wira Sumandra Putra, S.Kom
107 | Perbekel Desa Sembung Ni Made Yasmini S.Sos
108 | Perbekel Desa Canggu [ Wayan Juliana
109 | Perbekel Desa Darmasaba Tri Bayu Saputra Ny.
110 | Perbekel Desa Dalung I Nyoman Rai Sukanadi, ST
111 | Perbekel Desa Jagapati I Nyoman Arun Wiratama, ST
Perbekel Desa Angantaka 1. I Gusti Ayu Ita Puspita Dewi,
112 2. Ni Putu Linda Megayanti
113 | Perbekel Desa Sedang Ni Luh Putu Pramidewi
114 | Perbekel Desa Sibang Kaja I Wayan Suarnata
115 | Perbekel Desa Mekar Bhuana I Made Ardyanta
116 | Perbekel Desa Mambal I Wayan Widiyasa
117 | Perbekel Desa Abiansemal I Made Widiarta
118 | Perbekel Desa Dauh Yeh Cani I Putu Hendra Adi Purnama,SH.
119 | Perbekel Desa Ayunan Kadek Darma Yuda

120

Perbekel Desa Blahkiuh

Kadek Agus Widnyana Putra




121 | Perbekel Desa Cemagi Ni Nyoman Tri Dewi Utami
122 | Perbekel Desa Bongkasa I Wayan Eka Mahardika,S.kom.
123 | Perbekel Desa Taman Juberina Magdalena

124 | Perbekel Desa Selat [ Ketut Sumartana

125 | Perbekel Desa Sangeh Ni Wayan Yuni Suardani
126 | Perbekel Desa Bongkasa Pertiwi Ni Luh Putu Riska Absari
127 | Perbekel Desa Carangsari I Putu Eka Yuhana

128 | Perbekel Desa Getasan I Gusti Bagus Indrawan
129 | Perbekel Desa Pangsan Ni Putu Harta Diani Pande
130 | Perbekel Desa Petang I Komang Suwitra

131 | Perbekel Desa Sulangai Ni Made Supartini

132 | Perbekel Desa Pelaga [ Wayan Ardana

133 | Perbekel Desa Munggu I Gede Bayu Prawira
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